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UNT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN 

UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN 

 

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 338 Tahun 2014, Peraturan 

Gubernur Nomor 286 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 356 

Tahun 2014, telah diatur mengenai pembentukan, Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, 

Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan. Sejalan dengan 

kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah 

daerah, maka dipandang perlu membubarkan Unit Pengelola tersebut. 

 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 

2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 

2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 

Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP 

No. 8 Tahun 2006; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; 

Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; 

Permendagri No. 45 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 236 

Tahun 2014; Pergub No. 238 Tahun 2014. 



 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ketentuan umum, 

pembubaran serta pelaksanaan masa transisi bagi Unit Pengelola tersebut. 

   

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 

Oktober 2015. 

 - Dengan mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan 

Gubernur yang mengatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pengelola tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   

 


